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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 328 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KI"RJA
UNIT PENGELOLA SISTEM PENGENDALIAN LALU L1NTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA [SA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah
dan Pa~;al 49 Peraturan Gubernur Nomor 2:15 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungar dan Transportasi, perlu
menetapl<an Peraturan Gubernur tentang Pemtentukan, Organisasi dan
Tata Kerla Unit Pengelola Sistem Pengendalian I_alu Lintas;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 l.entang Perbendaharaan
Negara;

3. Und2.ng-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesat.uan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan
Jalan;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuk8 n
Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
seba!)aimana telah diubah dengan Peratur< n Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
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9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang NegaralDaerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik NegaralDaerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelo!aan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;

20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

21. Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Transportasi:

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA SISTEM PENGENDALIAN LALU
L1NTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PerCituran Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1, Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. GubernL,r adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.
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3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakartil.

7. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro
Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Daerah.

8. Dinas I"erhubungan dan Transportasi adalah Dinas Perhubungan dan
Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas adalah Unit
PengeJola Sistem Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan dan
Transportasi.

11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu
Lintas.

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

13. Unit Kmja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah
Unit Kmja atau Subordinat SKPD.

14. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabal pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas nenara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

15. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan l:Jeraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Sistem
Pengendalian Lalu Lintas.
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BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu L.intas merupakan Unit
Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dan Transportasi dalam
pelaksanaan pengelolaan sistem pengendaliall lalu lintas.

(2) Unit Pengelola dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas

Pasal 4

(1) Unit Pengelola mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem
pengendalian lalu lintas.

(2) Untuk rnenyelenggarakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1),
Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas rnenyelenggarakan
fungsi :

a. pellyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Unit Pengelola;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
an~lgaran Unit Pengelola;

c. penyusunan standar dan prosedur operasional sistem pengendalian
lalu Iintas berbasis elektronik lainnya;

d. penyusunan rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan
pe-awatan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik
lainnya;

e. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pembangunan lampu lalu
lintas dan sistern pengendalian lalu lintas berbasis elektronik
lainnya;

f. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan, perawatan, pembangunan
dall pengembangan lampu lalu lintas dan sistem pengendalian lalu
Iintas berbasis elektronik lainnya;

g. pelaksanaan pengoordinasian operasional lampu lalu lintas dan
sisl:ern pengendalian lalu Iintas berbasis elektronik lainnya;

h. pelaksanaan kegiatan penguasahaan fasilitas lampu lalu lintas dan
sisl:em pengendalian lalu Iintas berbasis elektronik lainnya;

i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

j. pelai<.sanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;

k. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit
Pe.lgelola Sistern Pengendalian Lalu Lintas;

I. pellgelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Sistem
Pelgendalian Lalu Lintas; dan

m. pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fur,gsi Unit Pengelola Sistem Pengendalian L.alu Lintas.
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BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas
terdiri dari :

a. KEpala Unit;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Satuan Pelaksana Operasional;

d. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana; dan

e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu
Lintas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur in\.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit
Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Satuan
Pelaksana, Subkelompok Jabatan Fungsional;

c. melaks3nakan koordinasi dan kerja sam a dengan SKPD/UKPD,
dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas
dan fungsi Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalli Lintas.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam
pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu
Linta~;.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Unit.
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(3) Subbi1gian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. mlmyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas
sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. m!Jngoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana
I<erja dan anggaran Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu
Lintas;

d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas;

e. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan;

f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang
Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas;

g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan inventarisasi kantor
den rumah tangga Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu
Lintas;

h. m'3laksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola
Sistem Pengendalian Lalu Lintas;

i. 1n3njaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan
kantor Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas;

j. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan
in'/entaris peralatan/perlengkapan kantor Unit Pengelola Sistem
Pengendalian Lalu Lintas;

k, menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapanl
peralatanlinventaris kantor Unit Pengelola Sistem Pengendalian
Lcilu Lintas;

I. melaksanakan koordinasi penghapusan barang Sistem
Pengendalian Lalu Lintas;

m. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan,
kinerja dan akuntabilitas Unit Pengelola; drln

n. malaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelakasana Operasional

Pasal 8

(1) Satuan Pelaksana Operasional merupakan satuan kerja lini Unit
Pengelola dalam pelaksanaan pelayanan dan operasional sistem
per,g~ndalian lalu lintas.

(2) Satu,m Pelaksana Operasional dipimpin oleh seorang Kepala
Satuan Pelakasana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Unit.

(3) Kep;;la Satuan sebagaimana dimaksud pad" ayat (2) bukan jabatan
struklural, diangkal dan diberhentikan oleh Kepala Dinas alas usul
Ke:>;; la Unit.
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(4) Satuan Pelaksana Operasional mempunyai tugas :

a. mE:nyusun bahan rencana strategis dall rencana kerja dan
anggaran Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas
sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
an ~garan Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. mE,nyusun standar operasional prosedur dan standar sistem
pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;

d. melaksanakan pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian
cperasional lampu lalu lintas dan sistem pengendalian lalu lintas
berbasis elektronik lainnya;

e. m"nyusun dan mengajukan bahan rancang bangun sistem
pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;

f. 11lengendalikan dan mengawasi pelaksanaan standar
operasional prosedur dan standar pelayanan minimal sistem
pengendalian lalu lintas berbasis elektronik:

g. menyusun dan mengusulkan pemanfaatan dan penggunaan
sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik;

h. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna penggunaan/pemanfaatan
fasilitas sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik;

i. memfasilitasi kegiatan kerja sarna dalam rangka pemanfaatan
sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik;

j. melaksanakan kegiatan pengusahaan fasilitas sistem
pengendalian lalu lintas berbasis elektronik;

k. melaksanakan pemantauan/monitoring operasional lampu lalu
lintas dan sistem pengendalian lalu linlas berbasis elektronik
lainnya;

I. menyusun perhitungan biaya tarif pelayanan sistem
pengendalian lalu lintas berbasis elektronik;

m. melaksanakan evaluasi penggunaan/pemanfaatan lampu lalu
linlas dan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik
lainnya;

n. menyampaikan kendala dan hambatan pelayanan operasional
sistem pengendalian lalu lintas kepada Satuan Pelaksana
Prasarana dan Sarana;

o. melaksanakan pengelolaan teknologi irformasi Unit Pengelola
Sistem Pengendalian Lalu Lintas;

p. rr,elaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
S=3tuan Pelaksana Operasional.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana

Pasal 9

(1) Satu8n Pelaksana Prasarana dan Sarana rnerupakan satuan kerja
lini Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas dalam
peia,sanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana
dan':sarana sistern pengendalian lalu lintas.
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(2) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang
Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan
struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul
Kepal3 Unit.

(4) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :

a. mBnyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas
sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. m13laksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. m~nyusun standar ketersediaan dan kelaikan prasarana dan
sarana lampu lalu lintas dan sistem pengendalian lalu lintas
bE.rbasis elektronik lainnya;

d. menyusun standar dan prosedur pemeliharaan dan perawatan
prasarana dan sarana sistem pengendalian lalu lintas berbasis
el"ktronik lainnya;

e. m 3nyusun rencana kebutuhan penyediaan pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana lampu lalu lintas dan sistem
pengendalian lalu lintas berbasis elektronik 1;3innya;

f. melaksanakan monitoring rutin dan evaluasi ketersediaan dan
ke!aikan prasarana dan sarana sistem pengendalian lalu lintas
berbasis elektronik lainnya;

g. melaksanakan inventarisasi, monitoring dan evaluasi
kdersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana teknis lampu
la'u Iintas dan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik
la nnya;

h. melaksanakan perencanaan teknis pembangunan, pengadaan
dan pemasangan lampu lalu lintas dan sistem pengendalian lalu
linl:as berbasis elektronik lainnya;

i. rr·elaksanakan peningkatan sistem operasional lampu lalu lintas
dan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;

j. mengoordinasikan dan mengendalikan penggunaan dan
p'3manfaatan prasarana dan sarana teknis lampu lalu lintas dan
sistem pengendalian lalu lintas berbasis Glektronik lainnya; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

(1) Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas dapat mempunyai
Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) P6jabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi
Stru:~tural Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas.
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Pasal 11

(1) Oala;l1 rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat
Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit
Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas sebagai bag ian dari
Kelornpok Jabatan Fungsional Oinas Perhubungan dan
Transportasi.

(2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Unit.

(3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pad a ayat (2) diangkat oleh Kepala Oinas atas usul Kepala Unit dari
pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola
Siste-m Pengendalian Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Gubernur
sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Oinas
Perhubungan dan Transportasi sesua! ketentuan peraturan
perundang-u ndangan.

BAB V

ESELON

Pasal12

(1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (1) a
merupakan jabatan struktural eselon III A.

(2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
mmlJpakan jabatan struktural eselon IVA.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal13

(1) Oal8rn melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Sistern
Pen;)endalian Lalu Lintas wajib taat dan berpedoman kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
SKPO/UKPO dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka
meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan
fun£Jsi Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Satuan Pelaksana pada Unit
Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas INajib melaksanakan tugas
masing-rnasing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta
menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi,
simplifilwsi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.
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Pasal15

(1) KepalCl Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Satuan Pelaksana pada
Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas memimpin,
mengoordinasikan, mengarahkan, membina, memberikan bimbingan
dan petunjuk pelaksanaan tugas serta menilai kinerja bawahan
masin!~-masing.

(2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan
pegalNai pad a Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas wajib
mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Uni'" Kepala Subbagian dan Kepala Satuan Pelaksana pada Unit
Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas wajib mengawasi dan
mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta
mengambil 'angkah-Iangkah yang diperlukan apabila menemukan adanya
penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal17

(1) Kepal3 Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan
pegavlai pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kapada atasan masing­
masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) momindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai
bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal18

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi
birokrasi terhadap Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas
seba9ai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan,
pelaporan dan Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan dan
Transportasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan.
ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) PegavJai pad a Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas
merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas:

a. P'3gawai Negeri Sipil; dan

b. P 3gawai Pemerintah dengan Perjanjian I<erja.
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(2) Peng,~lolaan kepegawaian sebagaimana dirnaksud pad a ayat (1)
dilakscmakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
tentanQ Aparatur Sipil Negara.

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Unit Pengelola
Sistem Pengendalian Lalu Lintas mendapat pembinaan dari
SekrE,taris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro
Organisasi dan RB sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian
Dina~ Perhubungan dan Transportasi.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

(1) Belan,a pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Sistem
Pengelldalian Lalu Lintas dibebankan pad a Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaks.makan sesuai ketentuan peraturan I:erundang-undangan di
bidan[1 keuangan negara/daerah.

Pasal 21

(1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit
Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas merupakan pendapatan
daerah.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan ~,erundang-undangan di
bidan·~ keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

(1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola Sistem Pengendalian
Lalu _intas sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset
daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

(2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidaWJ
keuallgan negara/daerah dan ketentuan perundang-undangan eli
bid'lilg pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal23

(1) Prasmana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian.
hib."h, dan/atau bantuan dari pihak ketiga kepada Unit Pengelola
Sistel11 Pengendalian Lalu Lintas dalam rangka pelaksanaan tugas
dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
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(2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat (1)
segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan
kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola
Keuan9an Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum
Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik
Daerah (BMD).

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal24

(1) Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas menyusun dan
menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan
dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi
laporan :

a. kepegawaian;

b. keuangan;

c. kinerja;

d. bmang;

e. akuntabilitas; dan

f. keg;atan.

Pasal 25

Dalam ran;)ka akuntabilitas, Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu
Lintas mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari
sistem pengendalian internal Dinas Perhubungan dan Transportasi.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawas 3n terhadap Unit Pengelola Sistem Pe'lgendalian Lalu Lintas
dilaksanakan oleh :

a. Lemba!p negara yang mempunyai tugas merneriksa pengelolaan dan
tanggungjawab keuangan negara; dan

b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi Jabatan dan Kebutuhan peralatan kerja Unit Pengelola Sistem
Pengenc alian Lalu Lintas diatur/ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur/I<eputusan Gubernur tersendiri,. sesuai dengan kebutuhan
kemamt:uan keuangan daerah dan prioritas daerah.
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BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sf~tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

BASUKI T PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
parJa tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
T/-\HUN 2014 NOMOR 6:~195

f~atiri-~~~~.i dengan aslinya
KEPA;~~BW:9.,~K~M\SEKRETARIATDAERAH
CROXttrJlQ).,A(2~~(H~1MI~SUSIBUKOTA JAKARTA,

0. I'\' .~ I I > ,;
:;.'; ;I~, . .. ,

'" ~J ~Io ,J. ,
~~ /1:(' HII"'~'" .;.?:'/.

, 'T"o\'l'r4~<li\1l,::~RI RAHAYU
NI~c1'957122a 1985032003



Lampiran: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibuketa Jakarta

Nemer 328 TAHUN 2014
Tanggal 31 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA SISTEM PENGENDALIAN LALU L1NTAS

.--..---------,

1 SATUAN P
! OPERA,
,----------_ .._--

KEPALA UNIT

l
[ SUBBAGIAN

TATAUSAHA

l_______________
-----------]---------------.,

ELAKSANA SATUAN PELAKSANA
,

SIONAL PRASARANA DAN :

._-------------- __________~!'~~~ _________J

SUBKELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

BASUKI T PURNAMA


